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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surabaya Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-
014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilhan Umum Kota Surabaya tanggal
19 Mei 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURABAYA TAHUN 2015.
KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi SURABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

—_ PEMBINA TK_ |
Nip. 1970202 199602 1 001



SALINAN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-

014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN
Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan
Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Adapun tujuan keputusan ini adalah:
1. memberikan  panduan bagi Pasangan Calon  dalam mengelola  dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
2. menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang
dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang
Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
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Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan
partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Gabungan Partai Poliik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau
Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi,
misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan
mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan
Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana
Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang
memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal
atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan
yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dan pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK,
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon
setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK,

adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk
keperluan audit.

Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memeroleh
izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.

17. Hari adalah hari kalender.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Keputusan ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon

dan/atau Partai Poliik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang

dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Kampanye Pemilihan.

D. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya Tahun 2015.

BAB I
DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

Il

(1)

(%)

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul: dan/atau

C. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b.  sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam Romawi | ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan
pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Romawi | ayat (1) huruf b berasal dari keuangan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Romawi | ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf b berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; atau

c. badan hukum swasta.
Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon,
suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politk atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai
sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
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Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi II, dapat berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

C. jasa.
Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan
penerimaan melalui transaksi perbankan.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati
oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Romawi |l ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan
hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Romawi || ayat (3) huruf b dan huruf c,
nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa
Kampanye.

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Romawi Il ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau
jasa yang diterima dari pihak lain.
Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan identitas penyumbang yang mencakup:
a. perseorangan:

1. nama;

. tempat/tanggal lahir dan umur;

2

3. alamat penyumbang;

4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5

nomor identitas;
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Nomor Pokok Waijib Pajak, apabila ada:
pekerjaan;

alamat pekerjaan;

jumlah sumbangan;

10. asal perolehan dana; dan

11. pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
¢) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

kelompok:

1. nama kelompok;

2. alamat kelompok;

3. nomor identitas pimpinan kelompok;

4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;

7. jumlah sumbangan;

8. asal perolehan dana;

9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

10. pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

¢) dana tidak berasal dari rindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

badan hukum swasta:

©

nama badan hukum swasta;

alamat badan hukum swasta;

nomor akte pendirian badan hukum swasta;

Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta:

nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta:

nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum
swasta;

nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

. jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

10. keterangan tentang status badan hukum; dan
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11. pemyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

¢) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat
keterangan dari bank yang bersangkutan.
Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon, yang menerim sumbangan melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV ayat (1) dan ayat (2):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b.  wajib melaporkan kepada KPU Kota untuk Pemilihan:

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

KPU Kota untuk Pemilihan, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Negara.

Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang
wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

VIIl. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan

jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya
tunduk pada Keputusan ini.



B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

(1)

(3)

KPU Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan
memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah
peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari
biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapatumum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah:;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

C. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x

Rp 25.000,00;

e. jasa manajemen/konsultan
Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota berkoordinasi
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan
Calon untuk mendapatkan masukan.
Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemilihan dengan memerhatikan
rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

(1)  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
pada bank umum,

(2)  Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank
umum oleh Partai Politk atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon.

(3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda
tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dan Pasangan Calon.

(4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang
diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.



A.

Il.

(1)  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening
Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi Il ayat (1) kepada
KPU Kota untuk Pemilihan.

(2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah disampaikan kepada KPU Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

(3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat
pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB II
PELAPORAN DANA KAMPANYE

PENCATATAN DANA KAMPANYE

(1) Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan
berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
(2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporannya
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan
yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening
Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana
Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

(2)  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Dana
Kampanye.

(3) Partai Poliik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan
penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.

(4) Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4 Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan
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keuangan pribadi Pasangan Calon.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang
bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak

Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir,

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

l. (1)  Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye
kepada KPU Kota untuk Pemilihan,
(2) Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang
akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Il. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang
terdiri atas:
a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

I (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B Romawi Il huruf a adalah
pembukuan yang memuat informasi:
a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
C. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
(2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup pada saat
penetapan Pasangan Calon.

Il. (1)  Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Romawi |
ayat (1) kepada KPU Kota untuk Pemilihan 1 (satu) hari sebelum masa
Kampanye.
(2) LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. '
(3)  Format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2



Il.

VI

(1)

41 «
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) dapat
disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan
surat tugas.
KPU Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
KPU Kota melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi: dan

b. format LADK.
KPU Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan
Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita
acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam Romawi [V ayat (3)

dan ayat (4) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Keputusan

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK

sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau
laman KPU Kota.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

(1)

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B Romawi Il huruf b adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon
setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup 1 (satu) hari sebelum
LPSDK disampaikan kepada KPU Kota.

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi |
ayat (1) kepada KPU Kota untuk Pemilihan sesuai dengan jadwal dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran



Il.

w2
3 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi || ayat (1) dapat disampaikan
oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan
surat tugas.

KPU Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.
KPU Kota melakukan pencermatan terhadap:

a. kelengkapan informasi: dan
b. format LPSDK.

KPU Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan
Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita
acara.

V. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi |V ayat (3)

VL.

dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK

sebagaimana dimaksud dalam Romawi |V ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau
laman KPU Kota.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Il.

(1)

(1)

(2)

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B Romawi Il huruf ¢ adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon.

LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan
pendekatan aktivitas.

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota untuk Pemilihan
paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir,

LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
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4 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi | ayat (1) dapat disampaikan oleh
Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan
surat tugas.

KPU Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan
Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

V. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV ayat (2)

dan ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Keputusan

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

VI. KPU Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Romawi | ayat (1)

kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan
terhadap peraturan perundang- undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini
patuh atau tidak patuh.

IIl.  Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Romawi | adalah untuk menilai

kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

(3)

KPU Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa
konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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KPU Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleks; sebagaimana dimaksud
dalam Romawi | ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan
Calon di daerah yang bersangkutan.
KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK
Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

(%)

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP
yang ditetapkan KPU Kota.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat
pernyataan tertulis yang menyatakan:

d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan
Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
Pasangan Calon perseorangan;

e. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari
asosiasi profesi akuntan publik.

AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan
oleh KPU Kota.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas laporan hasil audit.

IIl.  Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

l. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (ima belas) hari terhitung sejak
KAP menerima LPPDK dari KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf E
Romawi VI.

L (1)

(2)

Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua
catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye,
dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran Dana Kampanye;
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b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
¢. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

l. (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota untuk Pemilihan paling lambat
15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota sebagaimana
dimaksud dalam BAB Il huruf E Romawi VI.
(2)  Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas
kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota.

I. (1)  KPU Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon,

paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana
dimaksud dalam Romawi | ayat (1).

(2) KPU Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1
(satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman
dan/atau laman KPU Kota.

(3) KPU Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon
dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
menerima hasil audit dari KAP.

BABV
LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

l. (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan
dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal
dari:

a. negara  asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
¢. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milk negara, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik desa atau sebutan lain.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;



B. SANKSI

Il.

IV.

A

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota untuk Pemilihan;
C. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang
atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon:

C. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan
Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan
Calon perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota: dan

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP,
kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal

dalam hubungan kerja sehari-hari.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam
laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A Romawi V
ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A Romawi Vi,

dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf B Romawi | ayat (4), dikenai
sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB II| huruf E Romawi ||
ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

(1) Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak

memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam BAB IV huruf C Romawi | ayat (2), KAP yang bersangkutan dibatalkan
pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

(2)  KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
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berhak mendapatkan pembayaran jasa.
KPU Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas
laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Partai Politk atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf A Romawi |, dikenai sanksi berupa
pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf A Romawi |, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai
Pasangan Calon.

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Romawi
Ill, Romawi IV dan Romawi VI, sebagai berikut:

a. KPU Kota melakukan Klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
atau Pasangan Calon perseorangan;

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam
rapat pleno.

Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota
untuk Pemilihan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kota untuk Pemilihan memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

Kewajiban KPU Kota dalam memberikan pelayanan adalah:

a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota, dan dapat dibantu oleh
asosiasi akuntan Indonesia;

b.  menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi:

C. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,
alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota,
tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kota:dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan



SALINAN

AR

publik.

II. (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon
wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

(2)  Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang
melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

(3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada KPU Kota untuk Pemilihan sebagai lampiran LPPDK.

ll. (1) Panwas Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana
Kampanye kepada KPU Kota untuk Pemilihan.

(2)  Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota untuk Pemilihan.

IV. . (1) Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta
mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang tentang Pemilihan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU
Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

V. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIl
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi SURABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

LAY

Drh. SUNARNG ARISTONO, M.Si

TS=PEMBINA TK. |
Nip.19710202 199602 1 001



A.

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

SALINAN

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-

014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

TAHUN 2015

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1.

Formulir Model
LADK1-PARPOL

Formulir Model
LADK2-PARPOL

Formulir Model
LADK3-PARPOL

Formulir Model
LADK4-PARPOL

Formulir Model
LADK5-PARPO

Lampiran Formulir
Model LADKS-
PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye;

Laporan  Penerimaan Sumbangan  Dana
Kampanye Kepada Pasangan Calon;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Formulir Model
LADK1-Perseorangan

. Formulir Model

LADK2-Perseorangan

Formulir Model
LADKS3-Perseorangan

Formulir Model
LADK4-Perseorangan

Formulir Model
LADKS5-Perseorangan

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2




MODEL LADK1-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON
PEMILIHAN

BUFHFE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA FROVINSIIKABURATEN/ KOTA 1
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

Tanggal Pembukaan Rekening § 4
Nama Bank : 8
Nomor Rekening i 6

Nomor Uraian Rp | Unit | Keterangan

A. Penerimaan 7

L. Pasangan Calon®
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total
Penerimaan) ¢

N

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!©
Sumbangan Pihak Lain Kelompok!!
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!2
Lain-Lain Komitmen!3

of < B @

B. Pengeluaran........... 14

Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!s

b. Pertemuan tatap muka!6
c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik!?

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!8

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!9

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?0

g. Lain-lain2!

2. Pengeluaran Modal22

a. Pembelian Kendaraan23

b. Pembelian Peralatan 2¢

c. Lain-lain?5

3. Pengeluaran Lain-Lain26

a. Pemberian Piutang??




| Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

b. Pembayaran Utang?2s

C. SALDO PER 29
Kas di Rekening Khusus30
Kas di 31
Barang32
Tagihankepada 33
Utang34

CALON GUBERNUR/BUBASH WALIKOTA* —

a

e

10.

11.

12.

ttd.
-Nama Lengkap-

WALIKOTA*
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Frevineiiiabupaton/ Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU
Kota.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU Kota).

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon ecessermumaamm—ivieiet

------------- S P e senapett/ Walikota dan Wakil Walikota.
Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusung Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.



13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.
28.

- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan

dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan PasanganCalon
oleh KPU Kota

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser
musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar,
donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/ banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain,

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal,
Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.



32.

33.

34.

35.

- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal

penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

-Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana

Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU Kota).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Untuk pemilihan Wﬂ%ﬂu Walikota dan Wakil Walikota, laporan
ditandatangani oleh Pasangan GM—WM Walikota dan

Wakil Walikota,

*pilih salah satu



MODEL LADK2-PARPOL

ﬁ LOGO PASANGAN CALON w

SUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Z.E PROVINSHIABUPAFEN /KOTA 1
NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE sS/D 3
Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10 Keterangan!!
No.* | Tanggals> | Bukti Pengeluarans | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas (Rp)8 (Unitp S S i
CALON GUBERNUR/BYPAPE/ WALIKOTA* P e CALON WAHH-GUBERNURAWAHI-BUYPATH WAKIL*
ttd / WALIKOTA
ttd

-Nama Lengkap-
-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Brevisatiilabunaten /Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri,

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan no urut kegiatan,

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

NOG s WD~




10.

Vil
12.

a. Pengeluaran Operasi
1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan

lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa

cetak dan media massa elektronik.
4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

peraturan yang mengatur tentang Kampanye

5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai
Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial

7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank

b. Pengeluaran Modal

alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal,
Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam

bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank

Indonesia pada tanggal transaksi.
Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan Jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan

barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain Jjasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan:

a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
¢. Untuk Pemilihan Bupat-dan-Walil-Bupati-ataw Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh F%bi%vmwm:wmb Calon

Walikota dan Wakil Walikota



MODEL LADK3-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN 6UBERNUR-PAN-WAKIL-CUBERNUR/BURA DAN-WAKH-BURA
NAMA PROVINSHEABUPATEN /[KOTA

NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode s/d
NO+ URAIANS JUMLAH KAS (Rp) ¢ JUMLAH NON KAS (Unit) 7 KETERANGAN?
CALON GUBERNUYR/BUPATE/ WALIKOTA* e OEZ WAKIL GUBERNUR/WANH-BUPAPH WAKIL
ttd / \ WALIKOTA*
-Nama Lengkap- ttd

-Nama Lengkap-




Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi dengan no urut.

QU s LN

o o

Keterangan tambahan: Untuk Pemilihan
Bupesi /Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu

Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain,
dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan nama ProvimerHcabupaten /Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Bupeti-den—Weldl-Bupati-atan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati-den—Wealit




MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN
BYPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVANSH-KABUPATEN, KOTA
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas

Jabatan : Calon Gubermur/Bupati/Walikota

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas

Jabatan : Calon Welsh-Gubernur/ Wakil-Bupats/ Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon -Gube
dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye

dan—Welal-Bupati /Walikota dan Wakil Walikota*(nama daerah pemilihan) periode
tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ___ Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.




Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBBRNUR/BUPAPE/ WALIKOTA* ____ CALON mmmm

WAKIL WALIKOTA*
ttd.
- s ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
¥) Coret yang tidak perlu




h LOGO PARPOL/GABUNGAN ty

1

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSHHLABUPATEN [KOTA*)
2

NAMA RROWENSHKABUBATEN [ KOTA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON 3

Periode tanggal

4

s/d

MODEL LADKS-PARPOL

Diisi dengan nama Partai Politik atay Gabungan Partai Politik

Diisi dengan nama gxmo"m tempat Pemilihan

Ketua Parpol/Gabungan Parpal
ttd.
-Nama Lengkap-

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partaj Politik.

Diisi degan periode sumban i sam
usi gan Dana Kampan

Dmﬁ dengan nomor urut. i

Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

Jumlah Sumbangan ’ Bentuk Sumbangan ° Nomor Rekening Nomor Reken
No.’ | Tanggal® Asal Sumbangan® B ane!0 it :_.n.n Bukti'? | Keterangan'®
(Rp) 7a Unit™ | i | Baran RB_ Jasa®™ enyumbang 'enerima
....................................... 2015
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-



|\l

4

7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang diterima
a  Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentul barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

8 Diisi dengan Bentuk sumb gan Dana Kampanye yang diterima
a  Diisi dengan hentuk bangan Dana Kampany berupa uang tunai
b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
¢ Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

9 Diisi dengan asal sumb igan Dana Kampanye /pemberi sumbangan Dana Kampanye

10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti fer, nota barang, dll)

13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye

14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon




LADKS-PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL \#

SQOMEP\EIE
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGANPARPOL ____ '
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSHEABUPATEN/KOTA*)

NAMA PROVINSHEABUBATEN /KOTA &
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 3
PERIODE s/d o

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE

ASAL SUMBANGAN = - = JUMLAH R
L DANA KAMPANYE UANG BARANG A Rp.) * SRTBRANGAN
(Rp-) Rp.) * (Unit) * Rp-) ™ (Bentuk) ™
10
1. |Pasangan Calon
a.  Nama Calon €nbermuniBupati/Walikota
b.  Nama Calon WekikGuws lalil-Rupats Wakil

a.  Nama Partai .EFEM_ 2
1
b. Nama Partai Politik "

c. dst.

3. |Sumbangan Pihak Lain Perseorangan

a. Nama Penyumbang -

2
>EEmﬂ_um.3..:E.n.m=m .

12¢
No. Telp Penyumbang  : ...

124
zo,_nnanﬁmvmzwcu._wmnm_:.:.::_:_.:.

12e
No. NPWP Penyumbang

b. dst.

3

>

1
Sumbangan Pihak Lain Kelompok
13a

a. Nama Kelompok

13b
__»_.mam.ﬂx&cgﬁorn

13¢
No. Telp Kelompok b R R




134
zo.Enn:.ﬂmmmmn._?ﬁmzrn..o_.z_uor ”

13
No. NPWP pimpinan Kelompok

b. dst.

1
5. |Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta

4

14a
a. Nama Badan hukum Swasta

14b

Alamat Badan hukum S t Y

1
No. Telp Badan hukum Swasta _ :

I
No. Identitas Badan hukum Swasta £

14e
No. NPWP Badan hukum Swasta

b. dst.
i TOTAL 2 TOTAL
TOTAL TOTAL AL TOTAL
vuomcc:v_
Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara u.-.vn“ ﬁm : gan Parpo
. . -Nama Lengkap-
-Nama Lengkap- ;s
Keterangan :

Laporan {ni disusun oleh Partal Politik atau Gabungan Partai Politik

nPON=

=

Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

Diisi dengan nama Reewineikkabuwpaten./ Kota tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota).

Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi
mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:




11.

13.

15.
16.

a. Diisi dengan nama Calon GubesssstBupati/ Walikota berserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Calon Wkl lbbaterliepati [ Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanve vang berasal dan sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif]

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNU R DAN T AN CEHRERITERIRYT
BAN-WA-BURATI/ WALTKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2015

NOMOR :

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




TAHUN 2015

NOMOR :

Padahari__ tanggal yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/ Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

TN T




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHA.KIAIHBADAKHU‘KUHSWASTA
DANA KAMPANYE PEMILTHAN GOBERN e
mmmmwmwmmg
TAHUN 2015

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon /Telepon

Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LADK1-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBE " - ——
WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSH-HABUPATENY KOTA !

NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode s/d 3
Tanggal Pembukaan Rekening i 4
Nama Bank s 5
Nomor Rekening § 6
Nomor Uraian Rp | Unit | Keterangan
A. Penerimaan 7
L. Pasangan Calon?®
2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?
3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!©
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!!
S. Lain-Lain Komitmen!2
B. Pengeluaran........... 13
L. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!+

b. Pertemuan tatap muka!s
c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik!6

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!?

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!8

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan!9

g. Lain-lain20

2. Pengeluaran Modal2!

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan?3
c. Lain-lain24

3. Pengeluaran Lain-Lain?25

a. Pemberian Piutang?6

b. Pembayaran Utang??




Uraian

- Kas di Rekening Khusys29

Y -
e RO

e

- Tagihan kepada

N
UtangSS

ttd.
-Nama Lengkap. WALIKOTA*
ttd,

-Nama Lengkap.

Eeterangan :
Diisi nama Previner-Kabupaiea Kota tempat Pasangan Calon mencalonksn drm

W

o u

10.

L1,

12,

13.

14.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanve.

Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Kota.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampenye &
bank.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubermur—dan—wealsl
Gubernur/Bupati-dan-Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri
oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU Kota

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
Iain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas

/WAKIL




15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.

22.

23.

24,

25.
26.
27.
28.
20.

30.

31.

32.

33.

34.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan media massa cetak dan /atau media massa elektronik.,

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Peraturan KPU Kota yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat
umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser
musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial
(bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media
sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/ banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
Kota.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU Kota).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota).

Diisi dengan jumlah uang/ barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,

laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati-dan—Wakil-Bupati/ Walikota

dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LADK2-

Tomo PASANGAN CALON v PERSEORANGAN

PEMILIHAN

/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA §\ KOTA 1

NAMA PASANGAN CALON 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE S/D 3
_
ﬁao. 4| Tanggals | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas? Jumlah Kas (Rp)8 AR e r ~sifikasi Pengeluaran i
(Unit)9 110a 210b 310¢ Reternagant:
CALON CUBERNURABUPAS]
/WALIKOTA CALON 5\ WAKIL
ttd. / WALIKOTA ;
-Nama Lengkap- _ ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Provinei/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti
pengeluaran lainnya.

Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

N0 o 006D pes

N




MODEL LADK3-

PERSEORANGAN

: R /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMAPASANGANCALON _ 2
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode s/d 3

KETERANGAN?®

7
JUMLAH KAS (Rp) ¢ JUMLAH NON KAS (Unit)

CALON GUBEBRNUR{BUPAPI/WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

“Koterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinei/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota.,
4. Diisi dengan no urut.

».."._.:....._ M vy el




5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut

dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yvang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
a. -Untuk-Pemilihas i SR poraH-chtaidaiane -...........u.. SRIRRS SIS o
b. Untuk Pemilihan Bupati-dan-Wakil-Bupati-ataw Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Rasas
Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu



MODEL LADK4-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR-BDAN-WAKH~GUE PR/ BYPATHE
BYPATE/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSH-HABUPATEN/KOTA
NAMA PASANGAN CALON __
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas

Jabatan : Calon Guberpur/Bupeati/ Walikota

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wedsi-Gubermur/~Weldt-Bupeti/ Wakil Walikota
adalah Pasangan Calon Gﬂb%dea—%ﬂ—@&bmﬂwﬂ—wm

Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur—dan—alil

Gubernur/Bupati-dan—Wakil-Bupati /Wakil Walikota dan Walikota*(nama daerah

pemilihan) periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI .
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan



yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON CALON WAKH-GUBERNURFWAKIE
GUBBRNUR/BUPATI/WALIKOTA” BUPATE/ WAKIL WALIKOTA*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu



MODEL LADKS-

PERSEORANGAN
ﬁ LOGO PASANGAN CALON y
PEMILIHAN H -G BB RNUR DU PATE-DAN-WA BT /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSHIABUPATBN/KOTA 1
PASANGAN CALON @
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE s/d 2
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
ASAL SUMBANGAN = . s JUMLAH s
DANA KAMPANYE UANG BARANG JASA ®p.)” KETERANGAN
(Rp-) (Rp.) ™ (Unit) * (Rp.) * (Bentuk) *
9
Pasan on
a. __ Nama Calon GbermuntBupes /Walikota
b.  Nama Calon Welsh-Gubomurilali-Bupat /Wakil =l
Walikota

- |Sumbangan Pihak Lain Perseorangan _c

10a
a. Nama Penyumbang :

106
>_m_._._m:um=,.‘.==._c§wu:

zo,._,a_ﬂmumsmcﬁ_ugm _?“

]

10
No. Identitas Penyumbang  :..

No. NPWP Penyumbang i

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok '

ila

a. Nama Kelompok ;

Alamat Kelompok .

lle
No. Telp Kelompok ' & ...\iiioiovovoecoesrr,

14
No. Identitas pimpinan kelompok o

11
No. NPWP pimpinan Kelompok




4. |Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta

a. Nama Badan Hukum Swasta e R

Alamat Badan Hukum Swasta = _,.

No. Telp Badan Hukum Swasta o _

No. Identitas Badan Hukum Swasta 1% _

No. NPWP Badan Hukum Swasta -

b. dst.

AL 13
TO% TOTAL ToTAL ToTAL ToTAL *

Calon SubermumiBupets/ Walikota Calon Wkl Jhialeil-Bapats/ Wakil Walikota

ttd. ttd.
-Nama Lengkap- 4 TR Lonesap:

Koterangan |

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi dengan Nama Previnsi/dabupaten /Kota tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota).

Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi

mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

ol

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7.  Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Diisi dengan nama penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang




11,

12

13
14
15

c. Diisi dengan No telp penyumbang yvang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta vang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total L

Waatale D alale FalTe ™

iruhan pener 1

~l

1

sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

&

SR

u -’ hl . -I.-!- \Jr In -.-\J-l
b e 445 Pkt e Prige.

Untuk Pemilihan B

*pilih salah satu

P

Wearkidd

i

+a Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Rasangan-Calon-Bupati-dan-Walal-Bupati-atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GHBERNGR i e
BUPATIDAN-WAKH-BUPATE WALIKOTA mx WAKIL w.u.mcrm sunmra
TAHUN 2015

NOMOR :

Pada h.ari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
sumbangan bersifat tidak mengikat.

BN

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah inj -
Nama Kelompok ]
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan

kelompok

Nomor telepon/ telepon

Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok

Alamat Pimpinan Kelompok

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan inj menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atay dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal darj tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya,

ttd. Penyumba.ng

-Nama Lengkap-




SALINAN

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUGR-E eI

BURATI-DAN-WAIKH-BUPATH WALIKOTA DAN WAKIL WALTKOTA
NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini
Nama badan hukum swasta

Alamat badan hukum

swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

e —— S — ————— i e

Ditetapkandi SURABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

" PEMBINA TK. |
Nip.19710202 199602 1 001



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-

014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN

BUPATE-BAN/ATAY WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1.

Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;

Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LPSDK1-

PARPOL

Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Formulir Model . Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-Perseorangan Kampanye;

Formulir Model :  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



h LOGO PARPOL/GABUNGAN ‘

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK s

DEWAN PIMPINAN DAERAH g@%i\ mngbwu

NAMA PROVINSH-EABURPATEN/KOTA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA E—ué
KEPADA PASANGAN CALON

FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

-Nama Lengkap-

Periode tanggal sampai %
& & Jumlah Sumbangan i Bentuk Sumbangan 8 9 | Nomor Rekening Nomor Rekening 12 13
No.” | Tanggal Asal Sumbangan 10 11 Bukti Keterangan
(Rp) 7a Unit” | Tunai® EC.sn_uhm._u_ Jasa™ Penyumbang Penerima
Calon GerbrerrmeriBwpets’ Walikota f Calon Weret-Gurbermniialei-Hupatly Wakil
ttd. Walikota
-Nama Lengkap- / ttd.

Bendahara Parpol /Gabungan Parpol

ttd.

-Nama Lengkap-




=N B WK

10
p b
12
13
14
15

16

Diisi dengan nama Brovnomtinbupatern / Kola tempat Pemilihan berlangsung
Diisi dengan nama Pasangan Calon vang diusung Partai Politik /Gabungan Partai Politik

Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal |
Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
Diisi dengan jumlah sumbangan vang diterima

a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

ucmmaanummahca_w:m:arc.cmbwz panye dalam bentuk Barang
Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai

b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang

¢ Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa

Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan

Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)

Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)

Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampany

Untuk Pessiliban-Gu sheris Wirebetbtadid ot L4 . ettt ehretr-Mberkeabdortad

Untuk Pemilihan Bupet-dandialil-Bupati-atan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh R St e
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.




g‘?ﬂxg
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL L
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVENSH-EABUPASEN/ KOTA*)

NAMA PROVINSHHABUPASEN,/ KOTA 2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 3
PERIODE ......... s/d *

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE

ASAL SUMBANGAN JUMLAH
s 6 7 9
50 DANA KAMPANYE UANG BARANG Jans Rp.) *
(Rp.) (Rp.) = (Unit) © (Rp.) ™ (Bentuk) ™
10
1. [Pasangan Calon
2. Nama Calon GubemuniBupet Walikota
b. Nama Calon Wede-Gubernunilialsl-Buapats’ Wakil
10b

Walikota

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik '

. Lk

c. dst.

2

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan :

12a
a. Nama Penyumbang

126
>E~ﬂmnmf.3,:u._dwbm“_

o

12
No. Telp Penyumbang .

12d
zPEasgmuvmuszvmnm”::::::._:.,

12e
No. NFWP Penyumbang

b. dst.

3

Sumbangan Pihak Lain Kelompok :

13a
a. Nama Kelompok ;

13b
Zmﬂﬁx&oiﬂcrw

13c
No. Telp Kelompok — : ............ocoooooo.




13d
Zc.Emnmﬁmw?ﬂnimsro“niﬁor”

No. NPWP pimpinan Kelompok o

b. dst.

5. |Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta '

14a
a. Nama Badan Hukum Swasta

14b
Alamat Badan Hukum Swasta  :

No. Telp Badan Hukum Swasta ;

No. Identitas Badan Hukum Swasta o
No. NPWP Badan Hukum Swasta
b. ~ dst. - B |1
TOTAL ToTAL ° TotaL ** ToTAL *° TOTAL **
Calon m.;%\s.m._nss Calon Wealsl-Gaub n:w-:_.- o . r...d.___m.—n_,.—
ttd. Walikota
-Nama Lengkap- ttd.
-Nama Lengkap-
Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :
L ini di oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

2. Diisi dengan nama Resvinsitkabupaten/ Kota tempat Pemilihan berlangsung

3  Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan
jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).

5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye vang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan
dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :




13.

14.

15.
16.
17.
18.

a. Dusi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)

Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon GedsermemiBupeti/Walikota berserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Calon WedseGus elbiadel-Bupats/ Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye vang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan DanaKampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompaok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Dusi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta vang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

c:.ﬂﬂ.mn Eﬂﬂ-.ﬂ Subs wdan alal Culs . L dat &l el u!c Cal RJI-F(. e Iialal.Cals .,

T 5

Untuk Pemilihan Bupat-denlialilBupatatan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Rasangan-Galosn-i pati-dandiialilBupati-atans Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

i

Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu



MODEL LPSDK2-
PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON
PEMILIHAN

BYPATH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVANSHKABUPATEN/ KOTA

NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupeti/Walikota
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Waldl-Gubernus/ Walil Bupati/ Wakil Walikota

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

4. Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon
Bupaty/ Walikota dan Wakil Walikota* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai
Politik dan Bendahara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernurdan-

M—Gumw&pan—dagmpm_/wmikota dan Wakil Walikota*(nama

daerah pemilihan) periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :



1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor __ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI — ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON CALON WAKIH-GUBERNUR/AWAKIL
GUBERNUR/BUYPATE/ WALIKOTA* e BUPATE/ WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik

*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN /
BUPATHDAN-WAKH-BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN

GUBERNUR-DAN-WAKH-GUBERNURY
BUPATHDAN-WAKH-BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN

BAN-WAKIL-BUPAT /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon

genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LPSDK1-

PERSEORANGAN
LOGO PASANGAN CALON w
FHBERNGR-DAN- WA - SR ERNGRABH P A - AN - A B i /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSHHABUPATEN/KOTA !
PASANGAN CALON L
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ......... s/d *
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
ASAL SUMBANGAN = . 5 JUMLAH 8
No DANA KAMPANYE UANG BARANG JASA mp ! KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) ™ (Unit) ** (Rp.) * (Bentuk) *
]
1. |Pasangan Calon
a. Na lon »/ Wali 050.
b. Nama Oﬂm_muu Uiadal Ol __:: Laal Jimsmuﬂr_
Walikota

2. |Sumbangan Pihak Lain Perseorangan =

]

a.

Nama Penyumbang '

Ob

Alamat Penyumbang o

10
No. Telp Penyumbang  : ...

Od

No. Identitas Penyumbang u S

No. NPWP Penyumbang '

b.

dst.

3. |Sumbangan Pihak Lain Kelompok '

a.

Nama Kelompok " :

>Famwxn_oavor :c“

No. Telp Kelompok T

No. Identitas pimpinan kelompok e S

No. NPWP pimpinan Kelompok =




b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a :...............

Alamat Badan Hukum Swasta 12b:..............

No. Telp Badan Hukum Swasta 12¢ : ..............

No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : ......

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e

b dst.
3
TOTAL TotaL ToTAL ToTAL TOTAL '
Calon GubermumiBupats/ Walikota Calon Weeke-Gre iadal-tapati [ Wakil Walikota
ttd. N n_.m, e
-Nama T,
-Nama Lengkap- .
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1.
2
3.

4.

»

10.

Diisi dengan Nama Reevineikabupaten /Kota tempat Pemilihan berlangsung
Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).

Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi Jjasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian Jjumlah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubermwmkbupats/ Walikota berserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Calon Wk i adal-Bupats/ Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanve vang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang




11

12.

b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta vang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

e | HE&-_I.-L_» .

L. L

UntileRomilihan-Gub
Untuk Pemilihan
*pilih salah satu

b Walikota d

ditandatangani-oloh-Calon-Gubormurdan-Wakil-Gubom

an Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh §§ Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.




MODEL LPSDK2-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LOGO PASANGAN
CALON

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Gubernus/Bupeati/ Walikota
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Weldh-Gubernus/Weldl-Bupatiy Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon
Bupats/Walikota dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubesnusdan

MM%MH% /Walikota dan Wakil Walikota*(nama

daerah pemilihan) periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor __ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ____ ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai



peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON p— CALON WAKI-GUBBERNURAWAI

GUBERNUR/BUPATH WALIKOTA/ BUPATE WAKIL WALIKOTA*
Ttd : ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN /

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN /
/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/ telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasa] dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



SALINAN

|

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
mmmmw&mﬁ

mmmmwma DAH wm wm&
NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

Dltetapkan d| S U RABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

mfmsmuo Msi
“PEMBINA TK. |
Nip.19710202 199602 1 001




SALINAN

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-

014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015,

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR-BAN-WAKH-GUBERNUR-BUPATF-DAN-WAKH:
BUPAT-DANAATAY WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2- : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
PARPOL Kampanye;

3. Formulir Model LPPDK3- . Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
PARPOL

4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;
PARPOL

5. Formulir Model LPPDKS- : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon

6. Lampiran Formulir Model :  Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDKS-PARPOL Kampanye;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1- : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Perseorangan Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2-" : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Perseorangan Kampanye;

3. Formulir Model LPPDK3- . Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
Perseorangan

4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;
Perseorangan

5. Formulir Model LPPDK5- :  Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Perseorangan Kampanye;

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



[

Model LPPDK1-
PARPOL

|

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK PADA PEMILIHAN

MIWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Gwbernur/Bupati/ Walikota

adalah Calon cubermmus/Bupati/ Walikota*, dan

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Weakil-GubernusWalil-Bupati / Wakil Walikota

adalah Calon Weli-Gabermar—-Wealdl-Bupets/ Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor ...

Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagai berikut:

PATUH/
PERATURAN
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TE - TIDAK
PATUH
1 2 3 49 5
A, UMUM
1. | Cakupan Kami melaporkan LPPDK (paling [l. Undang-Undang
Laporan lambat 1 (satu) hari sejak| Nomor 1 Tahun
berakhirnya masa kampanye paling | 2015 tentang
lambat pukul 18.00 waktu setempat) | Penetapan Peraturan
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh | Pemerintah
untuk Pemilihan Gubemur dan | Pengganti Undang-
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk| Undang Nomor 1

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;

Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
menjadi
Undang

Undang-




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

LPSDK1-PARPOL; dan
3) Formulir Model LPSDK2-
PARPOL.

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak Kami
ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur atau
Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota* dan
ditutup pada saat masa Kampanye
berakhir.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILU

RKDKP

Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana Kampanye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang,
hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

termasuk

a)Rp. 50 Juta untuk penyumbang
perseorangan

b)Rp. 500 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan hukum
swasta.

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Feepitbsie — K PL
Pessinul Lith- el RS-

pembatasan




MODEL LPPDK2-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR-PAN-WAKH-GUBBRNURBUPATHBAN-WAKIL
BUPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSIAKABURATEN/ KOTA 1
NAMA PASANGAN CALON #

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d tanggal 3

Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp | Unit | Keterangan
A. SALDO PERS

Kas di Rekening Khusus®

Kas di 7
Barang?®

Tagihan kepada 9
Utang!©

B. Penerimaan !!

—

Pasangan Calon!?
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan) 3

D

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!4
Sumbangan Pihak Lain Kelompok!s
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!®
Lain-Lain Komitmen!7

ov ol B @

C. Pengeluaran!®

1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!?
b. Pertemuan tatap muka?2®

c¢. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik?!

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum?2

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye?3
f. Rapat umum?2*

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?s

h. Lain-lain26

2. Pengeluaran Modal??

a. Pembelian Kendaraan?8
b. Pembelian Peralatan2?
c. Lain-lain3?

3. Pengeluaran Lain-Lain3!
a. Pemberian Piutang3?

b. Pembayaran Utang??

D. SALDO PER 3
Kas di Rekening Khusus3s
Kas di 36




16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

41.

Untuk Pemilihan Bupeati-dan-Waldl-Bupet-aten Walikota dan Wakil Walikota,

laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupat—dan—\eaddl
Bupatsy Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



‘1pefl12) ueeund3uad jees eped [e88ue) ueduap 1S
‘uUBelerday jnun ou ueduap IS
‘(oAuedures] esew eAuwnpyelaq ueduap redures NJgy y=10 uvoreo ueduesed uedejouad yelos opouad) weiodejad apouad ueduap 1s1(]
‘oAuedurey] eue(] uestodeaw duek uoe) ueduesed BUEBU IST(]
‘LITP Uesuolecusw uofe) ueduesed jeduia) B0y /rrerecdhraes/stmett BUIBU ISTI(]

R L e

uofe)) ueduesed Ya2[0 unsnsip rut uerode]

: uedueralay
-dey3uo] ewreN-
P31 -deyZua eureN-
Y.LOAI'TVM Pl
THVM /AT ISR RS EAD-H M NOTVD VIOHAITVA / I$VdREAHNEEEAD NOTVO
201€ a01% w01 [ sl3run)
11UesuEBINRY gld¥) sey yeunp (SENADNY ymjuag | guerenduod nyng | gedduel | , ON
o1 UBIEN[28US] ISENIISEMY Se3] UON yeunp
£ a’s TVOONVL 3AOoRIad
HANVAINVH VNVA NVAVATIDNId SVLIAILAY dV.LAVA
z NOTVO NVONVSVd VINVN

T0ddVd-£€1dddT THAQONW

V.LOM /NFLVaNSFvVAHSNIAOYHE VINVN
VIOMITVA TIMVM NVd V.LOMI'TVA /[4Evdaa- iV NvVa-iEvdng

ﬁ NOTVO NVDNVSVd ODO01 _

[ SRS FRFM-NYEERIFEAD NVHITINAd



6.
i

10.

11.
12.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
a. Pengeluaran Operasi

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannnya dibiayai oleh KPU,
sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang
mengatur tentang kampanye.

Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari
ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

b. Pengeluaran Modal

1)
2)

Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti computer, inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan:

a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

b. i

c. Untuk Pemilihan Bupati.dan-Walil Bupati-atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Hasangen-Calon-Bupati-dan-Walal-Bupeat/Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LPPDK4-PARPOL

FOSM>M.>ZD>.Z
CALON

PEMILIHAN UMUM &UBERNUR-BAN-WAKIL-GUBERNUR/
BUYPATIDAN-WAKH-BURATI /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVAINSHEKABURATEN /KOTA 1

NAMA PASANGAN CALON ?

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal s/d 3
NO+ URAIANS JUMLAH KAS (Rp)© JUMLAH NON KAS (Unit) 7 KETERANGAN?
CALON GUBERNUR{BUYPAT /WALIKOTA CALON WAKH-GUBBERNUR/AWAKH-BUPAT] / WAKIL
ttd CINE WALIKOTA
-Nama Lengkap- ttd
-Nama Lengkap-
Keterangan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Previnsitkabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye



wo N Uk

Diisi dengan no urut.
Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal be
Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka
mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan
dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan:

m.‘ aka L) o al=ba

b. Untuk Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota.

rakhirnya masa kampanye)
sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut




ﬁ LOGO PARPOL/GABUNGAN L

1

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSHHABUPATEN/KOTA%)
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON 4

3

MODEL LPPDKS-PARPOL —_

Periode tanggal sampai

] P Jumlah Sumbangan ®© | Bentuk Sumbangan ’ R s| Nomor Rekening | Nomor Rekening | . . | i
o. an, umbangan 9 10 erangan
(Rp) 6a Unit® |Tunai™ Un-ﬁﬁnﬂu Juss™ Penyumbang Penerima
Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara Parpol /Gabungan Parpol
Ttd Ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1

oo s W N

Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Diisi degan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)
Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima




a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
b Diisi dengan betuk sumbangan berupa barang
¢ Diisi dengan betuk sumbangan berupa jasa
8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai
11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung




LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPPDKS-PARPOL

ugﬁgﬁ\%ﬁgﬂ
PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL .
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI-HABUPAPEN /KOTA*)

NAMA BROVINSH-EABUPAPEN/ KOTA 2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON 3
PERIODE ......... ST (——
BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
- ASAL SUMBANGAN - = = JUMLAH 3
DANA KAMPANYE UANG BARANG JASA ®p.) * KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) * (Unit) * Rp) ™ {Bentuk) ™

2. |Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
la.  Nama Partai Politik . . o o _ R o
1k

b. Nama Partai Politik
c. dst.

2
3. |Sumbangan Pihak Lain Perseorangan '

a. Nama Penyumbang '

2b
>—Eﬂmﬁvm5w:5§m ! ".:..::::::

12¢
No. Telp Penyumbang  : .........
1
No. Identitas Penyumbang ‘L
12e
No. NPWP Penyumbang

b. dst.

3

1
4. |Sumbangan Pihak Lain Kelompok

a. Nama Kelompok -

13b
Alamat Kelompok  :

13¢
zo‘ﬂm_umn_oﬁvow“




No. Identitas pimpinan kelompok : b asuneimig

~ No. NPWP pimpinan Kelompok o

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14

a. Nama Badan Hukum Swasta o

14b
bgﬁmﬁnumzrzﬂmiwﬁmr

4e

1
No. Telp Badan Hukum Swasta

14d
Zo._nmamﬁhmmnmﬁzcxcamimuﬁ ”

No. NPWP Badan Hukum Swasta

b. dst. B B B N B -
s
TOTAL TOTAL 7 TOTAL ' TOTAL TOTAL
Ketua Parpol/Gabungan Parpol Bendahara vmavoqﬁ%mccahwn Parpol
T -Nama Lengkap-
-Nama Lengkap-

Keterangan :

L ini di oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

@ opow o

Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

Diisi dengan nama Previnet/kebupaten /Kota tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik /Gabungan Partai Politik

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan

dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)

Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:




11.

12.

13.

14,

15.
16.

a. Diisi dengan nama Calon Gerbommniaupat Walikota berserta nilai penenmaannya
b. Diisi dengan nama Calon Wel-Gubemmuiladallupats/ Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dar keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penenmaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanve vang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

¢. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

¢. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

¢. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta vang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

*pilih salah satu




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR PAN-WAKIL-GUBERNUR/
BUPATHPAN-WAKHI-BUPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKH-GUBERNUR/
BUYPATHDAN-WAKI-BYPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-BAN-WAKH-GUBERNUR/-BUYPATI
DAN-WAKH-BUPAT /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



|

Model LPPDKI1-
PERSEORANGAN

]

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORAGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR -BAN-WAKIE
SUBERNUR/BUPATI-DAN-WAKH~-BUPATE WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama

Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Gubermruar/Bupeat/Walikota

adalah Calon GubernurfBupets/ Walikota*, dan

. Nama

Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Wakil-GubernuMaldl-Bupati / Wakil Walikota

adalah Calon Weddl-GubernurLMalkil-Bupati/ Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor

Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagai berikut:

PERATURAN PATUH/TIDAK
NO. HAL
UNSUR KEPATUHAN TE: - PATUH
1 2 3 4 5
A. UMUM
1. | Cakupan Kami melaporkan LPPDK (paling 1) Undang-Undang
Laporan lambat 1 (satu) hari sejak| Nomor 1 Tahun

berakhirnya masa kampanye| 2015 tentang

paling lambat pukul 18.00 waktu | Penetapan

setempat) kepada KPU Peraturan

Provinsi/KIP Aceh untuk | Pemerintah

Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota
LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDK1-

PERSEORANGAN;

Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2014
tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati
dan Walikota
menjadi Undang-




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

3

4

5

c¢. Formulir

d. Formulir

j. Bukti-bukti

b. Formulir Model
PERSEORANGAN;

Model

PERSEORANGAN;

Model
PERSEORANGAN;

e. Formulir Model
PERSEORANGAN;

f. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan;

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain badan hukum
swasta;

i. Copy bukti Tagihan/Utang;

Transaksi
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

LPPDK2-
LPPDK3-
LPPDK4-

LPPDKS5-

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LADKI1-
PERSEORANGAN;
2) Formulir Model
PERSEORANGAN;
3) Formulir Model
PERSEORANGAN;
4) Formulir Model
PERSEORANGAN;
5) Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN; dan
b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LPSDKI1-
PERSEORANGAN;dan
2) Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN.

LADK2-

LADK3-

LADK4-

2) Peraturan

Undang
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
2015

KPU
Nomor Tahun
2015 tentang Dana
Kampanye Peserta
Pemilihan
Gubernur
Wakil

dan
Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota

Periode
Pencatatan
Dan
Pelaporan

Kami melakukan  pencatatan
Penerimaan dan  Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
Kami ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan Gubermur—dan—Walsdl




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

Utang?38
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKH~GUBERNURAWAIH-BUPATE WAKIL
ttd WALIKOTA*
-Nama Lengkap- ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Previnei/kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubermur—den—Wealsl
Subermur/Bupati—damr—Wedst—Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).



30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

40.

< - S rrrrizacay it et .". _:Z"'

Untuk Pemilihan Bupet-den—Welal-Bupati-atew Walikota dan Wakil Walikota,

laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupeti-den—lelil—Bupati-atas
Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu



MODEL LPPDK3-

PERSEORANGAN

ﬁ LOGO PASANGAN CALON Q

PEMILIHAN @UBERNUR-DAN-WAKH-GUBERNGR/
BUPATI-DAN-WAKIL-BURATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSHEABURPATEN /KOTA 1

NAMA PASANGAN CALON - 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL S/D 3
. Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10
No. 4 | Tanggals | Bukti Pengeluaran® | Bentuk Aktivitas” Jumlah Kas (Rp)8 ) Keterangan!!
(Unit)? 110a 210b 310c

fesssssssstasarsraannay an

CALON GUBERNUR/BUBATI/WALIKOTA _—
ttd
-Nama Lengkap-

. CALON WAKH-GUBBRNUR/WARI-BUPATH WAKIL
WALIKOTA
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Previnsiikabupaten /Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).

Diisi dengan no urut kegiatan.

Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

ﬂp\mamw'—-



8.

10.

e ¥
12.

a. Pengeluaran Operasi

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya
menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannnya dibiayai oleh KPU,
sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang
dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang
mengatur tentang kampanye.

Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan
kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari
ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

Pengeluaran Modal

1)
2)

Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti computer, inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal transaksi.

Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan
barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.
Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.

b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.

c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan:

b.

a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

Untuk Pemilihan Bupati-dan-Wakil Bupati-ataa Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Resangan-Calon-Bupati-dan-Waki-Bupasi /Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LPPDK4-

PERSEORANGAN

Sgﬂ.wazm;
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR-BAN-WAKH~GUBERNURY
BURPATI-DAN-WAKH-BURATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVANSHEABUPATEN /[KOTA !

NAMA PASANGAN CALON 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d 3

NO* URAIANS JUMLAH KAS (Rp) ® JUMLAH NON KAS (Unit) 7 KETERANGAN?®
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA CALON WANHH-GUBERNUR WAHH-BYPATE WAKIL
ttd S WALIKOTA
-Nama Lengkap- ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Previnerdabupaiten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye



3 e

bl

Diisi dengan no urut.
Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut

dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Keterangan tambahan:

a. = - Sesisstasiag - - Pt =+ ... S pcaca.smsacasy Sazacamazs u...nu.nu.n. hIn...‘ iy Ihnn..ﬁuu. s maas —acgcimzacsmmeies = n,» erteerrTer .
b. Untuk Pemilihan Bupati-dan-alkil.Bupati-atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Rasangen-CalonBupati-dan-Walil-Bapati/Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LPPDKS-
PERSEORANGAN

ﬁ LOGO PASANGAN CALON _

PEMILIHAN il BRNG F-DAN-WARI-BUPAS /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVANSLAKABURATEN/KOTA !
PASANGAN CALON #
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ......... PYT

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
ASAL SUMBANGAN JUMLAH

4 - 6 a
DANA KAMPANYE UANG BARANG JASA (Rp.) 7 KETERANGAN
(Rp.) (Rp.) * (Unit) * (Rp.) * (Bentuk) *
o
Pasangan Calon
a.  Nama Calon GubermusiBupati/Walikota " :
b Nama Ome_mu Weakil-Gubernuriialil-Rupat | Wakil =

Walikota

o
Sumbangan Pihak Lain _ua«wac_,mzmmﬁ._

10a
a. Nama Penyumbang :

Alamat Penyumbang o

10¢
No. Telp Penyumbang  : ...

) 10e
No. NPWP Penyumbang

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok 2

a. Nama Kelompok e

11b
>F_.:wnwn_on:uor"

zn_q_n_vxﬁogvor "

d
No. Identitas pimpinan kelompok P s i

No. NPWP pimpinan Kelompok '




b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

2a

a. Nama Badan Hukum Swasta ;

Emﬂmmamazzw:uumimwﬁ _ua“

2c
zo.ﬂn_vmmamzrzwcﬁmiwmﬁ ¥

2d

No. Identitas Badan Hukum Swasta  : ...ccooccoe.

No. NPWP Badan Hukum Swasta .

b. dst.

TOTAL

TOTAL

13

TOTAL

13

TOTAL

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1.
2
3.
4.

3.

L

10.

Diisi dengan Nama Previnsi/kabupaten /Kota tempat Pemilihan berlangsung

Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
Ttd
-Nama Lengkap-

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ttd
-Nama Lengkap-

Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode seiak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirmya masa kampanve).
Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan
dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubesausidupat /Walikota berserta nilai penermaannya
b. Diisi dengan nama Calon WedshGubermun/Weale-Bupatr/ Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanve vang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Diisi dengan nama penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang




&

12.

13
14

c. Diisi dengan No telp penyumbang vang dapat dihubung (aktf)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubung (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

¢. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta vang dapat dihubungi {aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
Briuk-Pomiiban-Crborndan-ald-trub e L e shintr- b htdot b prrer

Untuk Pemilihan Bupasi-dan-ialilBupat-ates Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Gelon-Bupati-daniiiaki-Bupat-ateu Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR/
BUPATI-DAN-WAKH-BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-BAN-WAKI-GUBERNUR/-BUYPATI
DAN-WAKH-BUPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



SALINAN

LOGO PASANGAN
CALON

Rama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUF

e A I IR I AL I
iy LT

Pada hari tanggal ___ yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta

Alamat badan hukum

swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perplehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

. T e ——

Ditetapkandi SURABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.




SALINAN

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 10/Kpts/KPU-Kota-

014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERMIR-BAN-WAKH-GUBERNUR-BUPATHDAN-WAKH
BUPATH-DANTAFAY WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;

2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;

3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;

4, Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
Perseorangan,;

6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon Perseorangan;

8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik; dan

9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA
NOMOR:

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UBERNUR-BAN-WAKH-GUBERNUR/BUPATHDAN-WAKH,

BUPAFE/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSHEABUPATEN/KOTA TAHUN .......

Pada hari ini ... tnEEa) bulan ........... .. tahun dua ribu .......... , Keorist

Pemﬂmaﬂ—ulﬂ&m—lkew&mﬂéemﬁl—mdepeﬁeﬁ—PamHﬁn—Aceh/Komm Pemilihan
Umum/kemisi—independen—Remilihan—Kabupaten /Kota*) e, telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur—dan—Wakil-Gubernur/Bupati—dan

Wekdl-Bupadi/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal .uuseinsision bulan
......................... tahun duaribu ...... pukul ......... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Guberaurdan

Wealth—Gubernur/Bupati—dan—Wakil—Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang

menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

ARI'& TANGGAIL

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...... tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernt i : et —tan—Wakdt et
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan
informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai
berikut :

HASIL PENCERMATAN
NO. NAMA PASANGAN CALON LT S/TSH
il P
72—
I P
T —

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (O e— ) dan disampaikan
kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Saturangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... /KomisHndependen
pemititan-Aceh*);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMHSHPEMHHHAN-UMUM-PROANSHKOMISHNBEPENBEN-PEMHHHAN-ACEH/ KOMISI
PEMILIHAN UMUM /KOMISHNBERPENDEN-PEMHAHAN-KABUPATEN /KOTA*)

1. BOIUSL oiesmmomemomesmmnmossssmmmmois
2. Anggota s

3. Anggota

4 ADBBOEA, e
H ARBEOLA: sssssommmemsnssvossssrorsvorsonssssomaoone
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai



CONTOH PENERIMAAN
LPSDK.

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKH-GUBERNUR/BUPATHDAN-WAKH,

BYPATH/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSHHEABUPATEN /KOTA* ..coovrrreereersesrone TAHUN ......

Pada: hamk 10 e tanggal ..o, DRIALY ssisicessseiiovsin tahun dua ribu ..............
I(nm isi Dnm!l h-—n-n I]m G DI"anhl“l Iwm-.-.m. lndahnnr“an Dam;llhﬂh ﬁr-ah lKomlSl Pemlhhan

Umum/“m—Lﬂdepeﬂdﬂl—Pemihhan—Ka.bup@;&n/Kota*] ......................... telah menerima

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur—dan—Wakil
Guberpur/Bupati-dan—Waldl-Bupatt/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...... tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut :

,Berdasarkan tanda terima, sampai T B T tanggal ... bulan

.. tahun dua ribu .......... Pukul .......... WIB/WATAANITY), Pasangan Calon Guberawr

dﬂﬂ—wahl—GubeFm*fB&paﬁ—daﬂ—wm_&%/Wallkota dan Wakil Walikota yvang

menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU

7 i Pra— ]

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015,
maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan
penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PENCERMATAN
NO. NAMA PASANGAN CALON L/TL™ S/ TS
e e
2
I P
" 1 IS

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam PONERAD: sovrnisssnssosonisasss T ) dan
disampaikan kepada :



Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..................... /Komisi Independen
Pemilihan Aceh*);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

MPWMWWW/ KOMISI
PEMILIHAN UMUM/WWPMMW%KOTA*)

1. Ketua

2. Anggota ...

3. Anggota

4, Anggota

5. ADGBDYE  isssiisisommsammmmsremsmrronssss
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA
NOMOR:

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKH- GUBERNUR/BUPATHBAN-WAKH,
BYPAH /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSHAKABUPATEN /KOTA* TAHUN ......

Pada hari ini ... tanggal .....ceeesienens bulan e tahun dua ribu .............. "

ek /Komisi Pemilihan

Umum/kemisi—independen—Remitihan—Kabupaten/Kota*) ....cveiniinnne telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Guberntr-dan-yald

Guberaur/ Bupati-dan—Wakil-Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- - - - -

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal .o bulan
......................... tahun dua ribu ......... Pukul ......... WIB/¥WHFAAWHF*), Pasangan Calon Gubernus

dan—Wakil—Gubernur/Bupati—dan—Wakil—Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang
menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
| [ P ——
R
I
| oo

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...... tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan
informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai
berikut :

HASIL PENCERMATAN
NO. NAMA PASANGAN CALON L7TL S /T5
1
2
T [P——

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
disampaikan kepada :

Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..........

Pemtihan-fAeeh™);
3. Saturangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISHPEMHHHAN-UMUM-PROVINSTKOMISHNDEPENDEN-PEMIHHANACEH/ KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISHNDEPENDEN-PEMIHHAN-KABUPATEN/KOTA¥)

1. Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4, Anggota
5. Anggota
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai




UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI

POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR BAN-WAKIL-GUBERNUR/BUPATI
PAN-WAKI-BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSHEKABUPATEN / KOTAY .....cccvvvvvvinirecninnseniesssareseseenssesesss TAHUN ...

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye GCalen—Gubernur—dan—Wald
GubernurlBupati-dan-Wakil-Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon A R AR
Hari dan tanggal R T T
Waktu T A RO S SRR AR

Tempat penerimaan D s R

oJ Dl

Formulir Model LADK1-
PARPOL (untuk Laporan Ada | Tidak Ada
Awal Dana Kampanye)
2. | Formulir Model LADK2-
PARPOL (Untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

3. | Formulir Model LADK3-
PARPOL (Untuk Daftar Ada | Tidak Ada
Saldo Dana Kampanye)
4. | Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

5. | Formulir Model LADKS-
PARPOL (Untuk Laporan
Sumbangan Dana Ada Tidak Ada
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

6. | Lampiran Model LADKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Perseorangan

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Badan HukumSwasta

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada




Copy Buku /Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada

Tidak Ada

Surat Keterangan data
pengelola rekening

Ada

Tidak Ada

12.

Copy bukti Tagihan/
Utang (apabila ada)

Ada

Tidak Ada

13.

Soft Copy Laporan Awal
Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

....................

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu)

kebupaten /Kota.

....................

....................

-------------------

oooooo

Diserahkan oleh

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

rangkap untuk PU—Previnsi/kiP—Aeeh/KPU /&~




UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR /BURATI
DAN-WAKIH-BUYPATI /WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVAINSHEABUPATEN /KOTA* ............... ssesesrsrsrsusne sersesrsasevevas . TAHUN ......

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur—dan—Walst

Gubernur/Bupati-dan-Weldl-Bupett/ Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon T iesmensaneens s N R TR
Hari dan tanggal R S e
Waktu B S R RS R A

Tempat penerimaan T T

dengan rincian sebagai berikut :

Formulir Model LADK1-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Awal Dana
Kampanye)

2. | Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Aktivitas Ada | Tidak Ada
Pengeluaran Dana
Kampanye)

3. | Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

4. | Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

5. | Formulir Model LADK5-
PERSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

6. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Badan Hukum Swasta
9. | Copy Buku/Rekening Ada Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada




Koran Khusus Dana
Kampanye
10.
Surat Keteranga!n data Ada | ToddieAds
pengelola rekening
11. | Copy bukti ’I_‘ag1han/ Ada | Tidek Ada
Utang (apabila ada)
12. | Soft Copy Laporan Awal Ada | “idgisAda
Dana Kampanye
Ditetina Oleh 2 v Ehserahilkan BleR 1 wicmisnmninnsa
Natma 3 & seesascimsaianmsens Nama R,
Jabatan = 1 L, Jabatan $ s
NETEIE @ 0 susecsesiasesiis No. Telp U s
Tenda'Tangan: & ssaevaamsseans Tanda Tangan ¥ persessvnssrevnsnepsnnsen

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu)

*eabupeaten /Kota.

rangkap untuk KRU—PRrevinei/iKkiR—bAeek/KPUMHLP




UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH

PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR-PAN-WAKH-GUBERNUR/BUPATI
DAN-WAKIL-BUPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSHHABUYPATEN/KOTA* ....... A —— vessessess TAHUN ......
Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernusdan

Weke-Cubernur/Bupati-den-Wakil-Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon  AbAshasessess sy T AR
Hari dan tanggal § e S AR
Waktu s e e AR
Tempat penerimaan e R R S S

dengan rincian sebagai berikut

STATUS JUMLAH

NO J ENIS DOKUMEN DOKUMEN**) : DQKUMEN

Model LPSDKl PARPOL
(Untuk Laporan Sumbangan

4 Dana Kampanye kepada A Tidak Ada
Pasangan Calon)
Lampiran Model LPSDK1-

5 PARPOL (untuk Daftar Ada Tidak Ada

Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Model LPSDK2-PARPOL
3. (untuk Format Surat Ada Tidak Ada
Pernyataan Tanggung Jawab)

Surat pernyataan

4, penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan
Surat pernyataan
S. | penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok
Surat pernyataan
6. penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Hukum Swasta
Soft Copy Laporan
7. Penerimaan Sumbangan Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
Diterima Oleh (S, Diserahke0lel | wiciiniiimmmesmenne
Nama H ememereswsrscensenmyessans Nama T T
Jabatan T TR Jabatan ¥ s s e
No. Telp ¥ s No. Telp U s s RS
Tanda Tappa | ceswemsmssmseica Tanda Tangan § Ahsasesnsansmmsnmssnnms

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.



Beaank

2. *) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU—Provinei/kiR—Aeeh/ KPU / KIP
Kebupeaten /Kota.




TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN-WAKIHIL-GUBERNUR/BUPATI

BAN-WAKIL-BUPATE/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSH-EKABUPATEN/KOTA* .............. S— mR—— sssssasesesesess TAHUN ......

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernusdan

MWMM%/ Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon e s e e

Hari dan tanggal B R R R T
Waktu s s e
Tempat penerimaan B naan s s e S R

dengan rincian sebagai berikut

e o i el STATUS - JUMLAH - N ARz
NO JENIS DOKUMEN DOKUMEN*) DOKUMEN _KETERANGA_N-_
Model LPSDK1-
PERSEORANGAN(Untuk
1. Laporan Sumbangan Dana Ada Tidak Ada
Kampanye kepada Pasangan
Calon)
Model LPSDK2-
5 PERSEORANGAN (untuk Ada Tidak Ada
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)
Surat pernyataan
3 penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan
Surat pernyataan
4, penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok
Surat pernyataan
S, penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Hukum Swasta
Soft Copy Laporan
6. Penerimaan Sumbangan Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
Diterima Oleh S Diserablat olel  © .oinvvcsviiimicinee
Nama R ey Nama T LT Ty
Jabatan S T Jabatan S e
No. Telp I easmesvashee s e No. Telp R ——
Tanda Tangan - RS ———— Tanda Tangan -

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

2. *¥) Lingkari sesuai status dokumen.



3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KkKPU—Previmsi/kiP—Acely/KPU/¥HP
kebupaten /Kota.




UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR/
BGPA-‘H—D&“AKKM} WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon

Bupati—dan alcil—Bupati/Walikota dan Wakil

e o e

ota da :
Nama Pasangan Calon R e e
Hari dan tanggal B R S A
Waktu

Tempat penerimaan 8 s S

dengan rincian sebagai berikut

1. | Model LPPDK1-PARPOL
(untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2. | Model LPPDK2-PARPOL
(untuk Laporan Penerimaan ;
dan Pengeluaran Dana Ada TieakAda
Kampanye)

3. | Model LPPDK3-PARPOL

(untuk Daftar Aktivitas | Ada Tidak Ada
Pengeluaran Dana Kampanye)

4, | Model LPPDK4-PARPOL
(Untuk Daftar Saldo Dana| Ada Tidak Ada
Kampanye)

5. | Model LPPDKS-PARPOL

(Untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

6. | Lampiran Model LPPDKS-
PARPOL (untuk Daftar | Ada | Tidak Ada
Penerimaan Dana Kampanye)
7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Hukum Swasta

10. | Copy Buku/Rekening Koran

Ada Tidak Ada

Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
11. | Surat Keterangan data

pengelola rekening Ada | Tidak Ada
12. | Copy bukti Tagihan/Utang

(apabila ada) Ada | Tidak Ada

13. | Bukti-bukti Transaksi Ada Tidak Ada




[ Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran

14. | Pembukuan Dana Kampanye ;
Pihak Lain (apabila ada) Ada | Tidak Ada

15. | Asersi Pasangan Calon Ada | Tidak Ada

16. | Tanda Terima Laporan Awal -
Dana Kampanye Ada Tldak Ada

17. | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan | Ada | Tidak Ada
Dana Kampanye

Diterima Oleh SO Diserahkan oleh
Nama b esmmsvsemmsrenseenmsnosss Nama

Jabatan I N Jabatan

No. Telp L No. Telp

Tanda Tangan @ ..........cccccvunenens Tanda Tangan

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KRU—Previnei/ KR —Aceh/KPU /KR

kebupaten /Kota.




TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR-DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI-PAN-WAKIL-BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

diterima Laporan Penerim

Wliot da: ‘ :
Nama Pasangan Calon ¥
Hari dan tanggal S
Waktu VR e
Tempat penerimaan T v R S AR

dengan rincian sebagai berikut

1. | Model

PERSEORANGAN (untuk
Asersi atas Laporan | Ada Tidak Ada

Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

2. | Model LPPDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

3. | Model LPPDK3-
PERSEORANGAN (untuk
Daftar Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4. | Model LPPDK4-
PERSEORANGAN (Untuk | Ada Tidak Ada
Daftar Saldo Dana Kampanye)

5. | Model LPPDKS-
PERSEORANGAN (Daftar Hils Tidak Ada
Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye)

6. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Badan Hukum Swasta

9. | Copy Buku/Rekening Koran

Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
10. | Surat Keterangan data

pengelola rekening Ada | Tidak Ada
11. | Copy bukti Tagihan/Utang

(apabila ada) Ada | Tidak Ada
12. | Bukti-bukti Transaksi

Ada Tidak Ada

Penerimaan dan Transaksi




SALINAN

Penm! B o N Dbl % R T4 $-44
13. | Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain (apabila ada) Ada | Tidak Ada
14. | Asersi Pasangan Calon Ada | Tidak Ada
15. | Tanda Terima Laporan Awal :
Dana Kampanye Ada | Tidak Ada
16. | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan | Ada | Tidak Ada

Dana Kampanye
Diterima Qleh T e s i U R snsAE TS )
Nama ¥ dessmavele s Nama AR P TP Gy
Jabatan ¥ eiEn e Jabatan R S e T e N
No. Telp  enisiesseiiis e s No. Telp § nieolimespimrommmmeys
Tanda Tangan : .........cceeenens Tanda Tangan § adevevinsiene i
Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk sR—Rrovinsi/AKIR —Aceh/KPU /KIP
kabupaten/Kota.

Ditetapkandi SURABAYA
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

“SUNARNO ARISTONO, M.Si
. "PEMBINA TK.|
Nip.19710202 199602 1 001




